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GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 DAN IDENTITAS RESPONDEN  
 
 Pada bagian ini akan disajikan gambaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Diponegoro sebagai tempat pengambilan sampel dan sejarah 
perkembangan perusahaan E-Commerce Tokopedia sebagai objek penelitian. 
2.1 Universitas Diponegoro 
2.1.1 Sejarah Singkat Universitas Diponegoro 
Universitas Diponegoro didirikan pada pertengahan tahun 1956 dan diresmikan 
pada tanggal 9 Januari 1957. Masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan 
masyarakat Semarang khususnya, membutuhkan kehadiran sebuah universitas 
sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran tinggi. Tujuannya untuk membantu 
pemerintah dalam menangani dan melaksanakan pembangunan di segala bidang 
khususnya bidang pendidikan. Pada waktu itu di Provinsi Jawa Tengah dan 
Yogyakarta hanya memiliki Universitas Gadjah Mada yang berstatus sebagai 
universitas negeri. Sementara jumlah lulusan sekolah menengah atas di Jawa 
Tengah bagian utara yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas makin 
meningkat, namun karena masih sangat terbatasnya universitas yang ada, maka 
tidak semua lulusan dapat tertampung. Menyadari akan kebutuhan pendidikan 
tinggi yang semakin mendesak, kemudian dibentuk Yayasan Universitas   
Semarang dengan Akte Notaris R.M. Soeprapto No. 59 tanggal 4 Desember 
1956 sebagai langkah awal didirikannya universitas di Semarang dengan nama 
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Universitas Semarang yang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957, 
dengan Presiden Universitas yang pertama adalah Mr. Imam Bardjo. 
Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang pada tanggal 9 Januari 1960, 
Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengganti nama Universitas Semarang 
menjadi Universitas Diponegoro. Perubahan nama ini merupakan penghargaan 
terhadap Universitas Semarang atas prestasinya dalam pembinaan bidang 
pendidikan tinggi di Jawa Tengah. Keputusan Presiden ini kemudian dikukuhkan 
dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri 
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 101247/UU tanggal 3 Desember 1960. 
Keputusan tersebut berlaku surut mulai tanggal 15 Oktober 1957 dengan 
ketentuan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis Undip mengingat pada 
tanggal tersebut terjadi “pertempuran lima hari” revolusi fisik di kota Semarang. 
UNDIP memilih tanggal ini untuk meneruskan cita-cita pejuang kemerdekaan 
bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan bangsa. UNDIP adalah 
bentuk sumbangsih para penerus bangsa atas amanah yang ditinggalkan para 
pejuang kemerdekaan. 
2.2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
2.2.1 Sejarah Singkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Berdasarkan Peraturan pemerintah No 07 tahun 1961, Universitas 
Diponegoro di tetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri mulai tanggal 15 Oktober 
1960 (tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Diponegoro). Adapun 
Fakultas yang ada pada saat itu adalah sebagai berikut: 
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1. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, terdiri dari 2 bagian: 
a. Bagian Hukum 
b. Bagian Sosial Politik 
c. Fakultas Ekonomi 
d. Fakultas Teknik 
e. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Semarang dengan cabang di 
Surakarta. 
Sebelum menjadi fakultas yang berdiri sendiri di lingkungan Universitas 
Diponegoro, Fakultas Sosial dan Politik telah mengalami perkembangan selama 12 
(dua belas) tahun. 
Pada hakekatnya embrio Fakultas Sosial dan Politik sudah ada sejak berdirinya 
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) pada Universitas Semarang 
tanggal 1 Maret 1957; dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1961 
tanggal 21 Maret 1961, tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang, 
Akademi Administrasi Negara dimasukkan untuk sementara sebagai bagian Sosial 
dan Politik dalam lingkungan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. 
Usaha-usaha untuk menjadikan Fakultas Sosial dan Politik berdiri sendiri sudah 
dimulai sejak tahun 1962 dengan membentuk “Panitia Persiapan Pembentukan 
Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro”, berdasarkan Surat Keputusan 
Pejabat Presiden Universitas Diponegoro No 28/c tanggal 6 Januari 1962 dengan 




Ketua : Drs. Sukardjan Hadisutikno 
Sekretaris : Drs. Fajar 
Anggota : 1. Drs. Hartoyo | 2. M. Marsono 
Dalam perkembangan selanjutnya, maka untuk mempercepat pendirian 
Fakultas Sosial dan Politik dibutuhkan masukan dan atau pemikiran yang lebih 
komprehensif.Untuk itu melalui Keputusan Pejabat Rektor Universitas Diponegoro 
No. 41/Skpt/SKJ/1968, tanggal 18 Agustus 1968.Panitia Persiapan Pembentukan 
Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro ditambah anggota. 
Selengkapnya susunan panitia menjadi: 
Ketua : Drs. Sukardjan Hadisutikno 
Sekretaris : Drs. Fajar 
Anggota : 1. Drs. Hartoyo | 2. M. Marsono | 3. Drs. Soetomodradjat | 4. Drs. 
Kuncoro Hadi | 5. Satjipto Rahardjo, SH 
Akhirnya cita-cita untuk mendirikan Fakultas yang berdiri sendiri itu dapat 
terwujud dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Perguruan Tinggi No. 
116 tahun 1968 tanggal 9 Desember 1968 tentang Pemecahan FHPM menjadi: 
1. Fakultas Hukum. 
2. Fakultas Sosial dan Politik, Terhitung mulai 1 Januari 1969 Fakultas Sosial 
Politik lahir dengan. 
3. Jurusan yaitu: Administrasi Negara, Pemerintahan, dan Publisistik 




Berdasarkan SK Rektor UNDIP No 08/SKPT09/1983 tanggal 6 Januari 1983 
nama Fakultas Sosial dan Politik diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP). Dengan Jurusan/Program Studi sebagai berikut: 
1.  Jurusan Ilmu Administrasi 
a. Program Studi Administrasi Negara 
b. Program Studi Administrasi Niaga 
2. Jurusan Ilmu Pemerintahan 
3. Jurusan Ilmu Komunikasi 
4. Jurusan MKDU 
Pada perkembangannya Jurusan MKDU menjadi UPT-MKU sejak tahun 1995 
dan akhirnya lepas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UNDIP yang berada 
di bawah pembinaan Pembantu Rektor I. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
pemerataan memperoleh kesempatan belajar maka dengan: 
1.  SK Rektor No. 280/SK/PT07/1993 tanggal 27 Oktober 1993 dibuka 
program Reguler II untuk jurusan/Program Studi: Administrasi Negara, 
Administrasi Niaga, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi; 
2. SK Dirjen Dikti No. 234/DIKTI/Kep/1997 tanggal 5 Agustus 1997 tentang 
pembentukan program studi D-III Ilmu Komunikasi; 
3. Surat Dirjen DIKTI No. 1818/D/T/2001 tanggal 29 Mei 2001, tentang 




4. Surat Dirjen DIKTI No. 2361/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001, tentang 
pemberian izin penyelenggaraan program studi D.III Pemasaran; 
5. Surat Dirjen DIKTI No. 3164/D/T/2005 tanggal 28 September 2005, 
tentang pemberian izin penyelenggaraan Program Studi D-III Administrasi 
Perkantoran dan Sekretaris. 
6.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 285/E/O/2011 tanggal 9 
Desember 2011 tentang penyelenggaraan Program Studi Hubungan 
Internasional. 
Dalam perkembangannya berdasarkan SK Rektor UNDIP No 609 Tahun 2011 
program pascasarjana diintegrasikan di fakultas. Oleh karenannya FISIP Undip 
hingga tahun 2014 mengelola program pascasarjana yang meliputi: 
1.  Program Magister Ilmu Administrasi 
2. Program Magister Ilmu Politik 
3. Program Magister Ilmu Komunikasi 
4. Program Doktor Administrasi Publik 
5.  Program Doktor Ilmu Sosial 
2.2.2 Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Diponegoro 
A. Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 
Visi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 
adalah “Menjadi Fakultas Riset yang Unggul dalam Bidang Sosial dan 
Politik pada tahun 2020” 
B. Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 
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Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro adalah: 
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan untukmenghasilkan 
lulusan yang mampu bersaing di tingkatnasional dan internasional, 
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang unggul untuk 
pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik, 
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian dengan memanfaatkan 
kompetensi keilmuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat, 
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jejaring nasional dan internasional 
di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
C. Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro bertujuan: 
1. Mewujudkan lulusan yang kompeten di bidang politik, administrasi 
publik, administrasi bisnis, komunikasi, hubungan internasional. 
2. Mewujudkan lulusan yang memiliki jiwa wirausaha. 
3. Mewujudkan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya. 
4. Mengembangkan program akademik dan nonakademik sesuai dengan 
perkembangan ipteks, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 
5. Mengembangkan sistem informasi sesuai dengan perkembangan Ipteks. 






2.3 Identitas Responden 
2.3.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Dalam pengumpulan data responden, jenis kelamin responden bertujuan untuk 
mengetahui perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan yang menjawab 




No Jenis Kelamin Frekuensi (orang) Presentase (%) 
1 Laki-laki 49 49% 
2 Perempuan 51 51% 
 Jumlah 100 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 2018 
Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 51 orang, sedangkan jumlah responden laki-
laki sebanyak 49 orang. Banyaknya responden perempuan menunjukan bahwa 
perempuan mempunya loyalitas lebih besar terhadap Tokopedia. 
2.3.1 Responden Berdasarkan Angkatan 
Data mengenai responden angkatan bertujuan untuk mengetahui perbendingan 
jumlah mahasiswa per angkatan yang menjawab pertanyaan penelitian. Berikut data 










No Angkatan Frekuensi (orang) Presentase (%) 
1 2013 24 24% 
2 2014 16 16% 
3 2015 22 22% 
4 2016 10 10% 
5 2017 28 28% 
 Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 
Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 
berasal dari angkatan 2017 sebanyak 28 orang, sedangkan terendah berasal dari 
angkatan 2016 sebanya 10 0rang.k. Banyaknya responden berasal dari angkatan 
2017 menunjukan bahwa angkatan 2017 mempunya loyalitas lebih besar terhadap 
Tokopedia. 
 
